ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2022-2024)

Skripsi

Oleh

SUCI WULAN DARI
NPM 2211031011

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026



ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2022-2024)

Oleh

SUCI WULAN DARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan
pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang tercermin dari tingginya
ketergantungan terhadap pendapatan transfer pusat dibandingkan dengan kontribusi
pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi
fiskal belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan kemandirian keuangan
daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah,
belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah
periode 2022-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data
sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan teknik purposive sampling
sehingga diperoleh 1.515 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data
panel melalui EViews12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah,
sedangkan belanja modal dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan.
Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah lebih ditentukan oleh
kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli
daerahnya sendiri.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Kemandirian Keuangan
Daerah, Pendapatan Asli Daerah



ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL OWN REVENUE, CAPITAL
EXPENDITURE, AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON THE
REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE (EMPIRICAL STUDY ON
REGENCIES/MUNICIPALITIES IN INDONESIA 2022-2024)

By

SUCI WULAN DARI

This study is motivated by the low level of financial independence of regency and
municipal governments in Indonesia, as reflected in the high dependence on central
government transfer revenues compared to the contribution of local own revenue.
This condition indicates that the objective of fiscal decentralization has not yet been
fully optimized in achieving regional financial independence. The purpose of this
study is to analyze the effect of local own revenue, capital expenditure, and general
allocation funds on regional financial independence during the 2022—-2024 period.
This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from
the Regional Government Financial Statements (LKPD) published by the Supreme
Audit Board (BPK). The sample was determined through purposive sampling based
on data completeness and availability criteria, resulting in 1,515 observations.
Data were analyzed using panel data regression with the assistance of EViews 12
software. The results indicate that local own revenue has a positive and significant
effect on regional financial independence, whereas capital expenditure and general
allocation funds do not have a significant effect. These findings emphasize that
regional financial independence is primarily determined by the ability of local
governments to optimize their own-source revenues.

Keywords: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Local Own Revenue,
Regional Financial Independence
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fundamental dalam sistem
pemerintahan Indonesia pascareformasi yang bertujuan untuk memperkuat
otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah
daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan
sumber daya serta kualitas pelayanan publik karena pemerintah daerah dinilai
lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya dibandingkan pemerintah

pusat (Bahl & Linn, 1992; Khoirunisa & Sulaeman, 2022).

Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian ditegaskan melalui
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan ruang bagi daerah
untuk mengelola sumber-sumber keuangan dalam mendukung pembangunan

daerah sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.

Keberhasilan desentralisasi fiskal dinilai dari tingkat kemandirian keuangan
daerah. Halim (2007) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan menjadi tolok
ukur penting keberhasilan otonomi daerah, yang tercermin dari kemampuan
pemerintah daerah untuk mendanai pelayanan publik, program pemerintahan, dan
pembangunan dengan meminimalkan ketergantungan pada dana transfer pusat.

Kemudian, Halim (2007) menegaskan bahwa kemandirian ini menggambarkan



kemampuan daerah menggali dan mengelola PAD secara optimal untuk
memenuhi kebutuhan fiskal sesuai prinsip desentralisasi. Sejalan dengan itu, Bahl
& Linn (1992) menegaskan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya terkait
kemampuan meningkatkan penerimaan, tetapi juga mencerminkan tingkat
tanggung jawab fiskal daerah dalam membiayai belanja publik sesuai prioritas

pembangunan.

Dalam praktiknya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan daerah yang masing-masing memiliki peran strategis
dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari ketiga
komponen tersebut, pendapatan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan
kemandirian keuangan daerah, karena mencerminkan seluruh hak pemerintah
daerah yang menambah aset bersih daerah dalam satu tahun anggaran, yang
diperoleh dari sumber-sumber dalam maupun luar daerah. Struktur pendapatan
menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi tingkat kemandirian fiskal
suatu daerah, karena semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan
daerah, maka akan berdampak pada menurunnya ketergantungan pada sumber

dana eksternal (Halim & Kusufi, 2013).
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Gambar 1. 1 Kontribusi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Indonesia



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di atas, total realisasi pendapatan seluruh
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp839,75
triliun, dengan komposisi terbesar berasal dari pendapatan transfer senilai
Rp689,45 triliun atau 82,10 persen dari total pendapatan. Sementara itu, PAD
menyumbang Rp139,54 triliun atau 16,62 persen, dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah sebesar Rp10,767 triliun atau 1,28 persen. Pada tahun 2023, total
realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp904,74 triliun, namun struktur
fiskalnya relatif tidak berubah karena pendapatan transfer tetap mendominasi
sebesar 81,88 persen atau senilai Rp740,84 triliun, sedangkan kontribusi
pendapatan asli daerah hanya meningkat menjadi Rp155,38 triliun atau 17,17
persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat nasional, pemerintah
kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah
pusat sehingga fleksibilitas fiskal daerah dalam merancang dan melaksanakan
pembangunan secara independen masih terbatas. Situasi ini juga mengindikasikan
belum meratanya pemanfaatan potensi sumber daya daerah, yang dapat
disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, kualitas tata kelola, serta dukungan
kebijakan daerah (Sulastri ef al., 2025).

Tabel 1. 1 Distribusi Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Kategori Derajat
Desentralisasi Tahun 2022-2023

Kategori Derajat Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Desentralisasi Tahun 2022 Tahun 2023

Sangat Kurang (0 - 10%) 264 255
Kurang (>10 - 20%) 161 162
Cukup (>20 - 30%) 50 54
Sedang (>30 - 40%) 16 19
Baik (>40 - 50%) 12 12
Sangat Baik (>50%) 5 6

Total 508 508

Sumber: BPS (2024)

Tabel 1.1 memperlihatkan derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota yang
diidentifikasi melalui perbandingan realisasi PAD terhadap pendapatan daerah
(Mahmudi, 2019). Pada tahun 2023, dari total 508 kabupaten/kota, mayoritas
daerah masih berada pada kategori “Sangat Kurang”, yaitu sebanyak 264 pada
tahun 2022 dan 255 pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit perbaikan dengan



bertambahnya jumlah daerah pada kategori “Cukup” serta kategori “Sedang”,
secara umum tingkat kemandirian keuangan masih rendah. Hanya terdapat 6

daerah pada tahun 2023 yang berhasil mencapai kategori “Sangat Baik”.

Dengan rata-rata nasional kontribusi PAD pada pendapatan daerah yang hanya
mencapai sekitar 17,17 persen, menunjukkan bahwa peranan PAD masih
tergolong rendah. Akibatnya, mayoritas daerah tetap sangat bergantung pada
transfer pusat. Ketergantungan ini berimplikasi pada terbatasnya fleksibilitas
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan serta menghambat
kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal (Halim & Kusufi,

2013).
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Gambar 1. 2 Persebaran Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahun 2023

Pada Gambar 1.2 memperlihatkan persebaran rasio kemandirian keuangan
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2023. Secara visual terlihat bahwa sebagian
besar wilayah didominasi oleh kategori kemandirian yang rendah hingga sedang,
yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap dana transfer pusat masih relatif
kecil. Hanya sebagian kecil daerah yang berada pada kategori tinggi, yang
mengindikasikan kemampuan fiskal yang lebih mandiri. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (2024), Kabupaten Badung menjadi daerah dengan rasio



kemandirian tertinggi mencapai 695,14 persen, ditopang oleh pendapatan pajak
daerah dari sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan hiburan. Sebaliknya,
Kabupaten Waropen hanya memiliki rasio kemandirian sebesar 0,45 persen.
Dengan rentang rasio yang sangat lebar antar daerah tersebut, serta masih
banyaknya kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian rendah, kondisi ini
mengindikasikan adanya disparitas kapasitas fiskal antar daerah sehingga
kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh

wilayah Indonesia.

Perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut tidak semata-mata
disebabkan oleh besar kecilnya penerimaan atau belanja daerah, melainkan
ketidakseimbangan proporsi sumber-sumber keuangan serta efektivitas
pengelolaannya dalam struktur fiskal daerah. Di mana, pencapaian kemandirian
juga harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan
perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan belanja yang efisien, serta
sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Mahmudi (2016) menyatakan
bahwa kemampuan fiskal daerah yang lemah dapat menghambat efektivitas
otonomi daerah, karena keterbatasan sumber pendapatan membatasi ruang fiskal
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mengindikasikan
bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menjadi isu penting dalam

keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Kemandirian keuangan daerah merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah
mampu mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik dengan sumber daya fiskal yang berasal dari daerah, tanpa
ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. Dalam perspektif desentralisasi
fiskal, kemandirian ini diukur dari proporsi pendapatan asli terhadap total
pendapatan transfer. Peningkatan kontribusi PAD mencerminkan semakin
tingginya kapasitas daerah dalam mengatur dan mengelola kebijakan

pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Darise, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu indikator utama dalam memengaruhi tingkat
kemandirian keuangan daerah sebab menggambarkan kemampuan daerah dalam

memperoleh penerimaan dari potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki, seperti



pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, serta pendapatan asli lainnya yang sah (Halim, 2007). Semakin besar
kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula kemampuan
daerah untuk mendanai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
publik secara independen tanpa terlalu mengandalkan pada alokasi transfer dari
pemerintah pusat. Sebaliknya, rendahnya kontribusi PAD menjadi indikasi
lemahnya basis pajak dan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal
yang pada akhirnya membatasi ruang fiskal dan kemampuan daerah dalam
mencapai kemandirian keuangan (Mahmudi, 2019). Hasil kajian yang dilakukan
oleh Haptari ef al. (2024), Saleh (2020), dan Islamiati et al. (2024) menemukan
bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Sementara itu, kajian oleh Andjarwati et al. (2021) menunjukkan pendapatan asli
daerah tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan karena
kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih rendah dan ketergantungan
pada dana transfer dari pusat yang tinggi menutupi dampak peningkatan PAD

tersebut.

Selain PAD, belanja modal juga memiliki keterkaitan dengan kemandirian
keuangan daerah karena pengeluaran pada pos ini berperan sebagai investasi
strategis yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan potensi penerimaan
daerah di masa depan (Waryanto, 2017). Pembangunan infrastruktur seperti jalan,
jembatan, fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana lainnya yang tidak hanya
memperbaiki mutu pelayanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan
ekonomi lokal yang pada gilirannya memperluas basis PAD. Daerah yang mampu
mengalokasikan belanja modal secara efektif cenderung memiliki prospek
kemandirian keuangan yang lebih baik, karena peningkatan produktivitas
ekonomi akan menghasilkan tambahan penerimaan dari pajak dan retribusi.
Meskipun secara konseptual belanja modal memiliki peran strategis dalam
mendorong kemandirian, realitas menunjukkan bahwa komposisi belanja daerah
kabupaten/kota masih banyak diarahkan untuk belanja operasional sehingga
menyebabkan investasi jangka panjang yang bersifat produktif belum menjadi
prioritas utama (Mahmudi, 2019). Ketidakseimbangan alokasi anggaran ini

berpotensi menghambat optimalisasi dampak belanja modal pada peningkatan



kapasitas ekonomi lokal. Terlepas dari kondisi tersebut, penelitian oleh Nurjanah
et al. (2024) membuktikan bahwa belanja modal berdampak positif terhadap
kemandirian keuangan daerah, investasi pada infrastruktur dan aset tetap yang
tepat sasaran dapat memperkuat kapasitas ekonomi dan kemandirian daerah.
Hermawan & Solehudin (2023) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan
belanja modal dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Meski
demikian, Yaqien ef al. (2024) mengungkapkan bahwa belanja modal tidak
memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang
disebabkan oleh proporsi belanja modal yang relatif kecil, penempatan belanja
modal pada kegiatan yang kurang produktif, serta rendahnya efektivitas dalam

penggunaannya.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran ganda dalam
kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah. Di satu sisi, DAU berfungsi
sebagai instrumen pemerataan fiskal yang membantu daerah dengan kapasitas
keuangan rendah agar tetap mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik (Maulina et al., 2021). Namun, di sisi lain dominasi yang
terlalu tinggi pada DAU dapat menghambat terwujudnya kemandirian fiskal
karena daerah menjadi kurang terdorong untuk mengoptimalkan PAD. Oleh
karena itu, meskipun DAU memberikan dukungan penting, kemandirian keuangan
yang ideal akan tercapai jika pemerintah daerah mampu menyeimbangkan
pemanfaatan DAU dengan upaya nyata dalam meningkatkan PAD. Hasil
penelitian Saleh (2020) menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif
terhadap kemandirian fiskal yang mengindikasikan flypaper effect. Hal ini
didukung oleh Ayuningtyas ef al. (2025) yang mengemukakan bahwa dana
perimbangan termasuk DAU mengakibatkan efek negatif pada kemandirian
keuangan daerah. Selain itu, riset Darmayanti et al. (2022) menyimpulkan bahwa
dana perimbangan seperti DAU tidak berdampak signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah yang mengisyaratkan adanya kelemahan dalam pemanfaatan

transfer pusat.

Adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh
pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap

kemandirian keuangan daerah, serta terbatasnya kajian dan data terbaru, menjadi



salah satu motivasi penelitian ini. Studi terdahulu oleh Andjarwati et al. (2021)
merupakan rujukan utama dalam penelitian ini. Namun, dengan keterbaruan yang
terletak pada jumlah variabel, cakupan wilayah, periode pengamatan, dan metode
pengukuran yang berbeda dari peneliti terdahulu sebagai bentuk pengisian celah
penelitian. Pertama, dari segi variabel, peneliti terdahulu menggunakan PAD dan
Dana Perimbangan (terdiri atas DAU, DAK, dan DBH), sedangkan penelitian ini
hanya berfokus pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan
menambahkan variabel belanja modal yang dipandang memiliki strategis dalam
memperkuat kapasitas ekonomi dan fiskal daerah. Kedua, dari sisi cakupan
wilayah, peneliti terdahulu hanya berfokus pada kabupaten/kota di Jawa Timur,
sedangkan penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Ketiga,
penelitian ini menggunakan data terbaru yaitu tahun 2022-2024. Keempat, dari
aspek metode pengukuran, peneliti terdahulu menggunakan nilai nominal,
sedangkan penelitian ini mengukur variabel-variabelnya menggunakan rasio yang
dapat menunjukkan peran relatif setiap komponen keuangan daerah dalam
struktur pendapatan dan belanja. Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum
terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada

Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini

disusun sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian
keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024?

2. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian
keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024?

3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian

keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024



1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah
terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia
tahun 2022-2024.

Menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh belanja modal terhadap
kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun
2022-2024.

Menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh dana alokasi umum
terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia

tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dan keuangan

daerah. Selain itu, diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai hubungan

antara pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap

kemandirian keuangan daerah, serta memperkaya literatur terkait implementasi

desentralisasi fiskal di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Riset ini menjadi peluang bagi penulis untuk menambah wawasan,
pengetahuan, dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah,
terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian
keuangan daerah.

Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam strategi optimalisasi PAD,

pengalokasian belanja modal secara efektif, dan pemanfaatan dana alokasi
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umum yang tepat guna mendorong kemandirian keuangan daerah. Selain
itu, hasil riset ini juga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang
bermanfaat bagi masyarakat terkait kondisi keuangan daerah, sehingga
mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan APBD, serta

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.



BABII
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal berakar pada pemikiran Musgrave (1959) yang
menekankan bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam ekonomi
publik dapat dijalankan lebih efisien apabila sebagian kewenangannya diserahkan
kepada pemerintah daerah. Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut
Oates (1999) melalui Desentralization Theorem, yang menyatakan bahwa
efektivitas penyediaan barang dan jasa publik akan lebih optimal apabila
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat, terutama
ketika preferensi masyarakat antar daerah bersifat heterogen. Dalam perspektif ini,
desentralisasi fiskal tidak terbatas pada pengalihan kewenangan administratif
semata, tetapi berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seiring perkembangan teori, sejumlah ahli memberikan elaborasi yang lebih luas
mengenai konteks dan implementasinya. Litvack ef al. (1998) mendefinisikan
desentralisasi fiskal dalam konteks ekonomi sebagai pelimpahan kewenangan
pemerintah pusat pada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi
sumber-sumber pendapatan, menerima transfer dari pusat, serta menentukan
prioritas belanja rutin maupun investasi, dengan tujuan utama mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, Khusaini (2006) menjelaskan bahwa

desentralisasi fiskal juga dapat dipahami sebagai proses penyaluran anggaran dari
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pusat kepada daerah guna membantu pelaksanaan fungsi dan tugas yang telah

dilimpahkan.

Bird & Vaillancourt (1998) kemudian mengklasifikasikan desentralisasi menjadi
tiga variasi utama. Pertama, desentralisasi yaitu sebagai pemberian kewajiban
yang dialihkan oleh pemerintah pusat kepada instansi vertikal atau pemerintah
daerah. Kedua, delegasi yakni ketika daerah bertindak sebagai pelaksana
pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi tertentu. Ketiga, devolusi yaitu
pemberian kewenangan penuh kepada daerah tidak hanya untuk melaksanakan,
tetapi juga memutuskan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Pendapat tersebut
dilengkapi oleh Halim (2007) yang menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi
fiskal hanya dapat berhasil jika pemerintah pusat memiliki kapasitas yang cukup
untuk mengawasi dan menerapkan aturan yang berlaku. Selanjutnya, De Mello
(2000) menambahkan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan memindahkan sumber
pendapatan dan tanggung jawab belanja ke daerah untuk mengurangi birokrasi,
mendorong efisiensi sektor publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat

akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik.

Meski demikian, menurut para ahli seperti Litvack et al. (1998) menegaskan
bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan
daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, termasuk kemampuan
meningkatkan pendapatan asli daerah, menyusun anggaran belanja yang efektif,
serta optimalisasi penerimaan dari alokasi dana pusat seperti dana alokasi umum.
Tanpa kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik di tingkat daerah,
desentralisasi fiskal justru berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah
dan inefisiensi fiskal (Bird & Vaillancourt, 1998). Oleh karena itu, pemerintah
pusat harus memiliki sistem pengawasan untuk memastikan bahwa daerah benar-
benar menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa
desentralisasi fiskal merupakan kerangka yang menempatkan pemerintah daerah
sebagai aktor utama dalam penguatan keuangan publik, dengan kewenangan

mengeskplorasi pendapatan lokal, merencanakan pengeluaran belanja daerah, dan



13

menyelenggarakan pelayanan publik secara mandiri. Penerapannya dapat
berlangsung efektif apabila didukung kapasitas kelembagaan, tata kelola yang
kuat, serta pengawasan yang memadai, sehingga tujuan akhir seperti peningkatan

efisiensi, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, teori desentralisasi fiskal menjadi landasan utama untuk
menjelaskan pentingnya kontribusi PAD, belanja modal, dan DAU dalam
mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Ketiga variabel tersebut
diposisikan sebagai bagian dari instrumen desentralisasi fiskal untuk mengukur
sejauh mana daerah mampu melaksanakan fungsi fiskalnya secara mandiri. PAD
mencerminkan kapasitas daerah menggali sumber internalnya sendiri, belanja
modal merupakan investasi strategis untuk memperkuat kemampuan jangka
panjang yang mendukung peningkatan PAD, sedangkan DAU menyediakan
dukungan fiskal untuk mengurangi ketergantungan sementara dan
menyeimbangkan ketidaksetaraan antar daerah. Jika implementasi desentralisasi
fiskal berjalan dengan optimal, maka kontribusi PAD akan meningkat dan
ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat akan menurun,

sehingga tercapai kemandirian keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01

PSAP merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. PSAP 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan mengatur penyajian laporan keuangan ditujukan untuk
kepentingan umum, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Tujuan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan
pemerintah agar informasi yang disajikan dapat meningkatkan keterbandingan
terhadap anggaran, antar periode pelaporan, dan antar pemerintah daerah. Dalam
konteks tersebut, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyedia informasi
bagi masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa dan pengawas, serta

pemerintah sendiri.

PSAP 01 berlaku bagi seluruh entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah

dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual, dan tidak berlaku untuk
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perusahaan negara atau perusahaan daerah yang memiliki standar akuntansi
sendiri. Dalam penerapannya, pengakuan terhadap aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, dan beban disusun dengan menerapkan basis akrual. Namun
demikian, penyusunan laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan
anggaran pemerintah. Penggunaan basis akuntansi ini memiliki tujuan agar dapat
memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja

keuangan, dan realisasi anggaran pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Menurut PSAP 01, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas beberapa
komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen
tersebut disajikan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak

dipisahkan dalam penyampaian informasi keuangan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu komponen laporan keuangan daerah, LRA menggambarkan
sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang berada di bawah
pengelolaan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam LRA
setidaknya menyajikan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan,
dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Pendapatan dalam LRA mencakup
seluruh penerimaan yang menjadi milik pemerintah daerah dan tidak diwajibkan
untuk dibayarkan kembali, termasuk pendapatan asli daerah dan pendapatan
transfer. Belanja mencerminkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah yang berdampak pada berkurangnya saldo anggaran lebih dan

tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

PSAP 01 menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memiliki
karakteristik kualitatif agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi para
pengguna. Karakteristik kualitatif tersebut meliputi relevan, keandalan, dapat
dibandingkan, dan kemudahan untuk dipahami. Informasi dikatakan relevan
apabila mampu memengaruhi keputusan pengguna. Keandalan tercermin dari
penyajian yang jujur, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi.

Karakteristik dapat dibandingkan memungkinkan pengguna membandingkan
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kinerja keuangan antar periode dan antar daerah. Sementara itu, karakteristik
dapat dipahami menuntut agar informasi yang disajikan secara jelas mudah
dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai mengenai

laporan kegiatan pemerintahan.

Dalam riset ini, data pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi
umum diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan
berdasarkan PSAP 01. Dengan demikian, data yang digunakan mencerminkan
realisasi keuangan yang telah memenuhi prinsip penyajian laporan keuangan

sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah didefinisikan oleh Halim & Kusufi (2012) sebagai
kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dan
pelayanan publik secara otonom melalui penerimaan yang berasal dari pajak dan
retribusi. Kemandirian ini merupakan salah satu indikator penting keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam sistem desentralisasi fiskal yang
memberikan daerah kewenangan luas untuk mengatur urusan keuangan mereka

sendiri.

Pandangan ini sejalan dengan Bahl & Bird (2018) dalam buku Fiscal
Decentralization and Local Finance in Developing Countries, menjelaskan bahwa
kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya
secara otonom dan bergantung pada sumber daya lokal tanpa terlalu
mengandalkan transfer dari pemerintah pusat disebut kemandirian keuangan.
Definisi ini mencakup kemampuan mengumpulkan PAD dan memanfaatkan dana
tersebut secara efektif untuk mendukung pembiayaan pembangunan lokal dan
pelayanan publik, sekaligus memperkuat kapasitas pengelolaan anggaran dan

pengendalian belanja daerah.

Lebih lanjut, Bahl & Bird (2018) juga menegaskan bahwa kemandirian keuangan
daerah bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana

pemerintah daerah mampu merencanakan, membelanjakan, dan
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mempertanggungjawabkan anggarannya secara transparan dan efisien agar

penggunaannya benar-benar sesuai prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, studi oleh Hidayah dkk. (2021) menyatakan bahwa tingkat
kemandirian keuangan daerah dijelaskan sebagai gambaran sejauh mana
keterikatan suatu daerah terhadap sumber pembiayaan luar. Semakin besar tingkat
kemandirian, maka semakin besar pula kontribusi masyarakat melalui
pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang pada akhirnya mencerminkan tingkat

kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat kemandirian daerah juga tidak terlepas dari faktor-faktor struktural dan
kelembagaan. Tangkilisan (2007) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal

dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu:

1. Potensi Ekonomi Daerah, yang sering diukur melalui Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan jumlah nilai tambah dari
seluruh kegiatan ekonomi di tingkat lokal, sehingga semakin tinggi PDRB
maka semakin besar peluang daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD
dari sektor pajak dan ekonomi lokal lainnya.

2. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), seperti inovasi, manajemen,
serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pemungutan pajak dan
retribusi dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan PAD. Semakin baik
sistem dan pelayanan publik, maka semakin besar peluang daerah

meningkatkan kemandiriannya.

Indikator pengukuran kemandirian keuangan daerah merujuk pada rasio PAD
terhadap total pendapatan transfer, sebagaimana dijelaskan oleh Halim (2008).

Rumus yang digunakan yakni:

PAD
K dirian K D h = x 1009
emandirian Reuangan Laera Total Pendapatan Transfer %

Pemilihan indikator ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan
desentralisasi fiskal, yaitu mengurangi ketergantungan daerah terhadap
pemerintah pusat. Rasio ini dianggap representatif untuk menilai sejauh mana
daerah mampu berdiri secara fiskal, sebab semakin nilai rasio maka semakin besar

kemampuan daerah membiayai pembangunan dengan sumber internal, dan
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semakin rendah ketergantungan pada dana transfer pusat (Mahmudi, 2016; Halim,

2008).

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat

dikategorikan berdasarkan hasil perhitungan rasio sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Persentase Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipatif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004), pelaksanaan
otonomi daerah ditentukan dari bentuk hubungan yang ada antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam empat pola interaksi

situasional.

1. Pola hubungan instruktif, kondisi pemerintah pusat memegang peran
dominan karena daerah dianggap belum memiliki kapasitas memadai
untuk menyelenggarakan urusan otonomi secara mandiri.

2. Pola hubungan konsultatif, keterlibatan dari pusat mulai berkurang karena
daerah mulai menunjukkan kemampuan dalam menangani urusan
pemerintahannya sendiri, walaupun masih tetap memerlukan bimbingan
dalam pelaksanaannya.

3. Pola hubungan partisipatif, mencerminkan situasi ketika peran pusat
bersifat mendukung dan bersinergi dengan daerah karena tingkat
kemandirian daerah makin meningkat.

4. Pola hubungan delegatif, kondisi ideal di mana pemerintah daerah telah
sepenuhnya mandiri dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri.
Campur tangan pusat sangat minimal karena dianggap telah mampu

menjalankan kewenangan otonomi secara optimal dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pandangan dari berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kemandirian keuangan daerah merupakan pilar utama keberhasilan desentralisasi

fiskal, yang tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan
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pendapatan, tetapi juga efektivitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan
kemampuan merencanakan serta mengimplementasikan kebijakan fiskal secara

mandiri.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur utama dalam struktur
pendapatan daerah yang bersumber dari potensi lokal dan digunakan untuk
membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di daerah tersebut.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD adalah penerimaan daerah
yang dipungut dari sumber daya asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Selain sebagai indikator kemandirian fiskal, PAD juga merupakan salah satu alat
untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.
Daerah yang memiliki PAD tinggi dinilai lebih mampu merespons kebutuhan dan
aspirasi masyarakat secara langsung karena memiliki fleksibilitas anggaran yang
lebih tinggi (Suparmoko, 2018). Namun, kapasitas PAD sangat bergantung pada
potensi ekonomi daerah dan kapasitas kelembagaan dalam memungut dan
mengelola pendapatan tersebut. Menurut Mahmudi (2019), tantangan terbesar
dalam meningkatkan PAD adalah lemahnya inovasi dalam perluasan basis pajak

dan kurang optimalnya pengelolaan retribusi daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pendapatan asli daerah terbagi

ke dalam empat komponen pokok, yakni:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun
badan usaha kepada daerah yang memiliki sifat memaksa sesuai ketentuan
undang-undang, serta tidak memberikan kompensasi secara langsung kepada
pihak yang membayarnya (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Pajak daerah
dikelompokkan atas dua kategori, yaitu pajak daerah yang pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang pemungutannya
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki

wewenang untuk memungut beberapa jenis pajak, antara lain: Pajak Kendaraan
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Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat

Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak

Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara itu,

pemerintah kabupaten/kota diberikan hak untuk memungut jenis pajak yang lebih

dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung, seperti Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen atas PKB dan BBNKB, serta Pajak

Barang dan Jasa Tertentu yang mencakup pajak atas jasa perhotelan, jasa restoran

dan makanan/minuman, jasa hiburan, jasa parkir, jasa air tanah, dan jasa tenaga

listrik non-subsidi.

2. Retribusi Daerah

Menurut Prakosa (2005), retribusi ialah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah

daerah sebagai bentuk imbalan atas pelayanan yang diberikan atau penggunaan

aset milik daerah untuk kepentingan umum, baik secara yang dimanfaatkan secara
langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah menjadi salah satu komponen

PAD dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah daerah.

Berbeda dengan pajak daerah, retribusi bersifat langsung dan timbul karena

adanya manfaat atau pelayanan tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada

masyarakat. Hal ini menjadikan retribusi sebagai bentuk hubungan timbal balik
antara pemerintah daerah dan masyarakat yang menggunakan jasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur bahwa retribusi dipungut

atas jenis layanan tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi daerah

dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Retribusi jasa umum, pungutan daerah atas jasa atau pelayanan yang
disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis layanan yang dikenakan
retribusi ini, antara lain: pelayanan kesehatan di puskesmas milik pemerintah
daerah, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan
pasar, dan pengendalian lalu lintas (Pasal 88 ayat (1) UU HKPD).

b. Retribusi jasa usaha dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh

pemerintah daerah yang bersifat komersial, artinya pelayanan tersebut



memberikan keuntungan langsung kepada individu atau badan yang

menggunakannya. Jenis layanan yang dikenakan retribusi ini, antara lain:

1)

2)

3)
4)
S)
6)
7)
8)

9)

10) Pemanfaatan aset milik daerah yang tidak mengganggu fungsi dan tugas

Penyediaan fasilitas bagi aktivitas usaha seperti pasar grosir, pertokoan,
dan tempat kegiatan usaha lainnya;

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk fasilitas penunjang di area tempat pelelangan;

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

Penyediaan layanan penginapan/pesanggrahan/vila;

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

Layanan yang berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan;

Layanan fasilitas rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

Pelayanan penyebrangan orang maupun barang dengan menggunakan
kendaraan di air;

Penjualan produk atau hasil produksi usaha yang dikelola pemerintah

daerah;

perangkat daerah serta optimalisasi aset daerah tanpa mengubah status

kepemilikannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
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c. Retribusi perizinan tertentu ialah pembayaran yang dipungut oleh pemerintah

daerah sebagai imbalan atas jasa pemberian izin untuk melakukan suatu

kegiatan tertentu, yang diatur oleh perundang-undangan dan ditujukan untuk

melindungi kepentingan umum. Mengacu dalam Pasal 88 ayat (4) UU HKPD,

yang termasuk dalam perizinan tertentu meliputi perizinan bangunan gedung,

penggunaan tenaga kerja asing, dan kegiatan pengelolaan pertambangan

rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen ini merupakan salah satu sumber PAD yang bersumber dari aktivitas

ekonomi daerah melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun entitas lainnya.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti aset tersebut tidak lagi tercatat sebagai

kekayaan pemerintah daerah secara langsung, melainkan dalam bentuk saham,

obligasi, atau bentuk penyertaan modal lainnya yang berdiri terpisah dari APBD.
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4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu penerimaan yang tidak termasuk
dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, namun sah menurut peraturan perundang-undangan. Jenis
penerimaan ini mencakup antara lain jasa giro, bunga dari simpanan dana daerah
di bank, denda atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi, keuntungan atas
pengadaan atau penjualan barang/jasa pemerintah daerah, serta pendapatan dari

kerja sama antar daerah dan surplus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Handoko (2013), untuk menilai sejauh mana tingkat kontribusi PAD
dapat diklasifikasikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Tingkat Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase Kfriteria
0,00% — 10% Sangat Kurang
11% - 20% Kurang
21% — 30% Sedang
31% — 40% Cukup Baik
41% —50% Baik
> 50% Sangat Baik

Sumber: Handoko (2013)

Indikator pengukuran PAD biasanya merujuk pada rasio kontribusi PAD terhadap
total pendapatan daerah (Halim, 2008).

PAD
Pendapatan Asli D h = %X 1009
endapatan Asll Daera Total Pendapatan Daerah %

Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi
tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Hal ini mencerminkan semakin
kuat kapasitas fiskal lokal dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan
pelayanan publik tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer dari pemerintah

pusat.

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah salah satu bentuk pengeluaran daerah yang dialokasikan

untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki manfaat jangka
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panjang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut
Mahmudi (2019), belanja modal mencerminkan bentuk investasi pemerintah
daerah yang dimaksudkan agar dapat memberikan dampak jangka panjang
terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja modal menunjukkan
adanya komitmen daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan
penyediaan fasilitas publik, yang berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah
dan meningkatkan kemandirian keuangan. Namun, efektivitas belanja modal juga
dipengaruhi pada kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya.
Belanja modal yang tidak tepat sasaran, kurang transparan, atau tumpang tindih
dengan program lain justru dapat menyebabkan inefisiensi fiskal (Mardiasmo,
2018). Oleh karena itu, evaluasi kinerja belanja modal menjadi penting agar
pengeluaran tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target

pembangunan daerah.

Mengacu pada Permendagri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal diarahkan untuk
membeli aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki umur ekonomis lebih dari
satu periode, dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan daerah, serta memenuhi
batas kapitalisasi aset. Lebih lanjut, pengeluaran belanja modal harus memenuhi
sejumlah kriteria tambahan, yaitu: aset tersebut harus berwujud, biaya
perolehannya dapat diukur secara andal, tidak untuk diperjualbelikan dalam
aktivitas rutin, serta dibangun untuk menunjang kegiatan operasional
pemerintahan daerah. Kriteria-kriteria ini penting untuk memastikan bahwa
penggunaan anggaran pada pos belanja modal benar-benar diarahkan untuk
mendukung fungsi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah secara

berkelanjutan.
Belanja modal dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

a. Belanja tanah, dialokasikan untuk pembelian tanah yang digunakan dalam
aktivitas operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja peralatan dan mesin, meliputi pengadaan mesin, kendaraan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang bernilai

signifikan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
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c. Belanja gedung dan bangunan, dialokasikan untuk pembangunan atau
pembelian gedung dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah.

d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, meliputi pembangunan dan pengadaan
sarana infrastruktur seperti jalan raya, saluran irigasi, serta jaringan air dan
listrik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

e. Belanja aset tetap lainnya, meliputi aset tetap yang tidak masuk dalam
kelompok di atas tetapi digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.

f. Belanja aset lainnya, ditujukan untuk pengadaan aset yang tidak digunakan
secara langsung dalam kegiatan operasional pemerintahan dan tidak
memenuhi definisi aset tetap, namun tetap perlu dicatat dalam pos aset lainnya

sesuai nilai tercatatnya.

Selain aset tetap berwujud, belanja modal juga mencakup pengadaan aset tidak
berwujud, seperti hak atas kekayaan intelektual, perangkat lunak, atau lisensi,
yang memenuhi kriteria: dapat diidentifikasikan, tidak memiliki bentuk fisik,
dipakai untuk proses produksi barang atau jasa, entitas memiliki kendali atas aset

tersebut, dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan.

Indikator pengukuran belanja modal merujuk pada proporsi belanja modal

terhadap total belanja daerah, sebagaimana dinyatakan oleh Mahmudi (2010):

Belania Modal = Belanja Modal x 100%
elanja Yocat = Total Belanja Daerah 0

Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah
memprioritaskan pengeluaran untuk investasi jangka panjang dibandingkan
dengan belanja rutin. Semakin tinggi persentase belanja modal, semakin kuat
dorongan pembangunan infrastruktur dan kapasitas layanan publik (Maulina et al.,

2021).

2.1.6 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah bagian dari dana transfer yang bersumber dari APBN
dan disalurkan kepada daerah untuk mengatasi ketimpangan kemampuan
keuangan antardaerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), DAU diberikan untuk mendukung
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pendanaan belanja yang menjadi urusan pemerintahan konkuren dan bersifat
umum. Dalam artian lain, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk
mendistribusikan sebagian dari pendapatannya ke daerah agar pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan dapat berjalan secara merata dan berkeadilan. DAU juga
berfungsi sebagai penyeimbang fiskal, baik secara vertikal (antara pusat dan

daerah) maupun horizontal (antar daerah).

Dalam perhitungan formula DAU, struktur dasarnya secara garis besar adalah:
DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF). Formula ini menggambarkan
upaya pemerintah pusat untuk mendistribusikan dana secara adil dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui DJPb, sebagaimana
dijelaskan oleh Sibarani (2024) menyatakan bahwa penentuan Dana Alokasi

Umum mengacu pada dua komponen utama, yaitu:

a. Alokasi Dasar (AD), bagian dari DAU yang ditujukan untuk membiayai
kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Komponen ini
dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang menjadi tanggungan daerah,
kebutuhan gaji dan tunjangan, serta pendidikan dan golongan PNS. AD
disusun dengan prinsip equal treatment, artinya daerah dengan karakteristik
yang sama dalam jumlah pegawai akan memperoleh alokasi yang setara.

b. Celah Fiskal (Fiscal Gap), selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
suatu daerah. Kebutuhan fiskal mencerminkan biaya yang diperlukan oleh
daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai kepada
penduduknya, sementara kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah
untuk membiayai sendiri pelayanan tersebut dari pendapatan asli dan sumber-
sumber lain. Perhitungan celah fiskal mempertimbangkan berbagai faktor,
termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi,
indeks pembangunan manusia, pendapatan domestik bruto regional, serta

variabel geografis dan demografis lainnya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Keuangan melalui DJPb juga menegaskan bahwa
DAU bersifat block grant, artinya dana ini tidak memiliki petunjuk teknis

penggunaan seperti dana alokasi khusus, sehingga penggunaannya lebih fleksibel
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oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan masing-masing. Meski demikian,
penggunaan DAU tetap harus berlandaskan pada standar tata kelola pemerintahan

yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaannya.

Lebih lanjut, Undang-Undang HKPD atas UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan
dalam struktur belanja negara, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
mencakup sekitar 26% dari total APBN. Salah satu komponen utama TKDD
adalah dana alokasi umum, yang dalam praktiknya dialokasikan 10% untuk
provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota, mencerminkan beban layanan publik
yang dominan berada di tingkat kabupaten/kota. Meskipun DAU memberikan
dukungan fiskal yang substansial, berbagai penelitian menunjukkan bahwa
keberadaan DAU dalam jumlah besar justru dapat menimbulkan ketergantungan
fiskal daerah terhadap pusat. Jika pemerintah daerah tidak berinisiatif menggali
potensi PAD secara maksimal, maka DAU dapat melemahkan semangat

kemandirian fiskal daerah.

Menurut Handoko (2013), untuk menilai sejauh mana tingkat kontribusi DAU
dapat diklasifikasikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah

Persentase Kriteria
0,00% — 10% Sangat Kurang
11% — 20% Kurang
21% —30% Sedang
31% — 40% Cukup Baik
41% —50% Baik
> 50% Sangat Baik

Sumber: Handoko (2013)

Indikator pengukuran DAU menurut Halim (2008) adalah sebagai berikut:

Realisasi DAU
~ Total Realisasi Pendapatan Daerah

DAU X 100%

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi DAU terhadap pendapatan
daerah. Semakin tinggi rasio DAU, semakin besar ketergantungan fiskal daerah
terhadap transfer pusat, dan semakin rendah tingkat kemandirian keuangannya.
Sebaliknya, semakin kecil rasio DAU, semakin tinggi kemampuan daerah

membiayai pembangunan dengan sumber-sumber internalnya.
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Beberapa hasil riset terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai rujukan atau

acuan dalam riset ini, antara lain:

Tabel 2. 4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Andjarwati et Analysis Of Local PAD tidak memiliki efek
al., (2021) Own Revenue And signifikan pada kinerja keuangan
scopus Q3 Balancing Funds On  daerah (kemandirian keuangan).
The Financial Sebaliknya, dana perimbangan
Performance Of menunjukkan efek negatif yang
Districts And Cities  signifikan pada kinerja keuangan
In The Region Of daerah (kemandirian keuangan).
East Java Province.
2 Haptari et al., Factors Influencing  PAD & UMR berdampak positif
(2023) Regional dan signifikan terhadap
scopus Q4 Governments to kemandirian keuangan daerah.

Enhance Regional

Sebaliknya, dana perimbangan

Financial dan investasi domestik
Independence. berdampak negatif signifikan
pada kemandirian keuangan.
3  Zulfikar et al., The Effect of Pajak dan retribusi daerah

(2025) Regional Taxes and  memberi dampak positif pada
sinta 2 Regional Levies on kemandirian keuangan dan
Regional Financial ~ pertumbuhan ekonomi.
Independence and
Economic Growth.

4  Yaqgien dkk., Analisis IPM, belanja pegawai, dan
(2024) Kemandirian kepadatan penduduk memberi
sinta 3 Keuangan Daerah pengaruh secara signifikan pada

pada kemandirian keuangan. Namun,
Kabupaten/Kota di belanja modal tidak memberi
Pulau Jawa. efek signifikan.

S5 Rahmat Saleh Pengaruh PAD dan  PAD memberikan efek positif
(2020) Dana Perimbangan pada tingkat kemandirian
sinta 3 terhadap keuangan daerah, sedangkan dana

Kemandirian perimbangan memberikan efek
Keuangan negatif pada kemandirian fiskal

Pemerintah Daerah.

yang mengindikasikan adanya
efek flypaper.
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Revenue on Regional
Financial
Independence in
Ambon City.

6  Ayuningtyas et Determinants of Pajak daerah terbukti memiliki
al., (2025) Regional Financial ~ pengaruh positif signifikan,
sinta 4 Independence: A sedangkan dana perimbangan

Study of Local memberi efek negatif secara
Taxes, Balancing signifikan pada kemandirian
Funds and Capital keuangan. Sementara itu, belanja
Expenditure in East  modal tidak memberi pengaruh
Java (2020-2023). yang signifikan.

7  Islamiati et al., Analysis Of Regional PAD memiliki dampak positif
(2024) Financial dan signifikan, sedangkan dana
sinta 4 Independence Of perimbangan memiliki dampak

Bengkalis District negatif secara signifikan. Belanja

Government In The ~ modal tidak memberikan

Implementation Of  pengaruh yang signifikan.

Autonomy Area. Temuan ini mengindikasikan
bahwa keterikatan terhadap dana
dari pemerintah pusat masih
sangat tinggi yaitu mencapai
82,6%.

8  Sefira dkk., Analisis PAD dan PAD memiliki dampak positif
(2022) Belanja Pegawai dan signifikan, sementara belanja
sinta 4 Terhadap Tingkat pegawai tidak memberikan

Kemandirian dampak yang signifikan. Namun,

Keuangan Daerah Di  secara simultan kedua variabel

Provinsi Jawa Timur tersebut dapat berpengaruh

2019-2020. signifikan pada kemandirian
keuangan daerah.

9 Marselina & Determinan Hasil studi mendapatkan bahwa
Herianti (2022) Kemandirian belanja modal memiliki dampak
sinta 4 Keuangan Daerah. negatif, pajak daerah memiliki

pengaruh positif, sedangkan dana
alokasi umum tidak memberi
pengaruh yang signifikan.

10 Soukotta et al., Analysis of the Selama tahun 2016-2021,

(2023) Effectiveness and efektivitas PAD Kota Ambon
sinta 4 Efficiency of tergolong cukup baik meskipun
Regional Tax mengalami fluktuasi. Namun,

tingkat efisiensinya mengalami
penurunan dan APBD masih
sangat bergantung dari dana pusat
karena kontribusi PAD masih
rendah.
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2.3 Kerangka Konseptual

Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana PAD, belanja modal, dan DAU
memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Adapun kerangka konseptual

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

e p
Pendapatan Asli Daerah
N D / H1
( \ . .
Belanja Modal H2 Kemandirian Keuangan
(X2) v Daerah (Y)
\ J
4 2
Dana Alokasi Umum H3
(X3)
.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam mencerminkan tingkat
kemandirian keuangan suatu daerah. Dalam sistem keuangan daerah yang
menganut asas desentralisasi fiskal, PAD merepresentasikan kemampuan suatu
pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonomi
lokal secara optimal. Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave
(1959) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Oates (1999), menjelaskan bahwa
desentralisasi yang efektif harus sejalan dengan kemampuan keuangan yang
memadai selain memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus
pemerintahan sendiri. Artinya, jika suatu wilayah diberi wewenang tetapi tidak
memiliki sumber pendapatan sendiri yang cukup, maka wilayah tersebut hanya
menjalankan perintah dari pusat, bukan bertindak secara mandiri dalam mengatur

dan membangun wilayahnya.
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Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan
suatu daerah memiliki fondasi ekonomi lokal yang kuat dan mampu mengelolanya
dengan baik. Dalam konteks ini, PAD bukan hanya mencerminkan hasil
pemungutan pajak atau retribusi, tetapi juga menunjukkan kemampuan
institusional pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang produktif,
mengelola potensi ekonomi daerah, serta membangun kepercayaan publik melalui
peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Bahl & Bird (2018), daerah yang
mengandalkan PAD cenderung lebih otonom dalam menyusun kebijakan anggaran

dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerahnya.

PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah, apabila dikelola
secara optimal maka potensi PAD akan meningkat dan fondasi keuangan suatu
daerah menjadi lebih stabil. Hal ini didukung studi Haptari et al. (2024) yang
dalam penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berdampak positif dan
signifikan atas kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut
menggarisbawahi bahwa realisasi PAD yang tinggi memperkuat struktur fiskal
daerah dan memperkecil ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah

pusat.

Temuan ini juga sejalan dengan studi Hidayat et al. (2024), Sefira &
Budiwitjaksono (2022), dan Darmayanti ef al. (2022) yang konsisten
membuktikan bahwa PAD memiliki efek positif atas kemandirian keuangan
daerah. Daerah dengan PAD tinggi cenderung dapat merencanakan pengeluaran
publik dengan lebih baik. Hal ini membuat pemerintah daerah lebih bertanggung
jawab, sebab masyarakat akan lebih aktif mengawasi pemanfaatan dana yang
mereka kontribusikan. Berdasarkan uraian teoritis dan temuan riset terdahulu,

maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian

keuangan daerah.
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2.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah daerah yang
digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap seperti infrastruktur, gedung,
sarana dan prasarana publik yang manfaatnya digunakan untuk jangka panjang.
Dalam kerangka desentralisasi fiskal, belanja modal menjadi salah satu instrumen
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi
daerah. Teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa belanja modal
mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan fiskalnya
untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal (Musgrave,
1959: Oates, 1999). Menurut teori ini, ketika kewenangan keuangan disertai
dengan pengelolaan belanja modal yang baik, pemerintah daerah dapat
memperkuat basis ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal

melalui optimalisasi PAD di masa mendatang.

Secara teoritis, peningkatan belanja modal akan memberikan multiplier effect
terhadap perekonomian daerah. Konsep multiplier effect diperkenalkan oleh
Keynes (1936) yang menjelaskan bahwa setiap pengeluaran pemerintah akan
menciptakan dampak berantai terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan
aktivitas ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya menciptakan
lapangan kerja sementara, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang
melalui kelancaran arus barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan sektor
perdagangan, investasi, dan pariwisata. Contoh nyata dapat dilihat pada
pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) yang menjadi
bukti konkret dari penerapan belanja modal di tingkat kabupaten. Sebagaimana
Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah BKAD
Kulonprogo, Chris Agung Pramudi menegaskan bahwa kehadiran YIA telah
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui retribusi pariwisata, pajak hotel,
restoran, dan parkir secara signifikan (Ma’arif, 2025). Hal ini menandakan bahwa
belanja modal yang tepat sasaran mampu memperkuat basis penerimaan daerah
dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari
pemerintah pusat. Sejalan dengan pendapat Bahl & Bird (2018), pengeluaran
modal yang diarahkan pada pembangunan produktif akan memperkuat kapasitas

fiskal daerah dan menciptakan kemandirian keuangan yang berkelanjutan.
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Menurut studi yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2024) menunjukkan bahwa
belanja modal memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
Semakin besar alokasi belanja modal, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal
karena pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan PAD melalui aktivitas
ekonomi daerah. Hasil serupa diungkapkan oleh Oktavianti et al. (2023) yang
menemukan bahwa belanja modal memberikan dampak positif signifikan pada
kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat. Penelitian Hermawan & Solehudin
(2023) juga menyimpulkan bahwa belanja modal berkontribusi dalam
mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan

kualitas layanan publik. Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis yang diajukan:

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan

daerah.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan

Daerah

Dana alokasi umum adalah salah satu sumber utama transfer fiskal dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dirancang untuk mendukung
pendanaan urusan pemerintahan yang bersifat umum. Berdasarkan UU HKPD,
fungsi utama DAU adalah mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah sehingga
pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan adil. Dalam kerangka teori
desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), pemberian transfer
fiskal seperti DAU seharusnya bersifat komplementer, bukan menggantikan upaya
daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Jika DAU mendominasi
struktur pendapatan, hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan fiskal yang
melemahkan semangat kemandirian daerah dalam menggali sumber penerimaan

lokal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Halim (2004) menyatakan bahwa tingginya
proporsi DAU dalam pendapatan daerah merupakan salah satu penghambat utama
dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Hal ini disebabkan alokasi DAU yang
dominan sering digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, bukan untuk

belanja produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.
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Berdasarkan pandangan Bahl & Bird (2018), ketergantungan pada transfer pusat
menurunkan daerah untuk mengeksplorasi potensi PAD, bahkan dapat
menimbulkan fenomena flypaper effect, yaitu kondisi ketika dana yang ditransfer
dari pusat cenderung dibelanjakan daripada dimanfaatkan untuk mengurangi

ketergantungan fiskal (Halim, 2004).

Beberapa penelitian empiris mendukung pandangan ini. Hidayat et al. (2024)
menemukan yakni DAU berdampak negatif signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah, dikarenakan tingginya DAU menyebabkan daerah lebih
mengandalkan transfer pusat daripada meningkatkan PAD. Temuan serupa
diungkapkan oleh Saleh (2020), yang menjelaskan bahwa dana perimbangan
termasuk DAU, memiliki efek negatif kepada kemandirian fiskal yang
memperkuat indikasi adanya flypaper effect. Penelitian Rahayu ef al. (2024) juga
mengkonfirmasi hasil tersebut, di mana ketergantungan pada transfer pusat

menghambat upaya daerah untuk membangun kapasitas fiskal sendiri.

Hasil riset lainnya oleh Islamiati et al. (2024) menunjukkan bahwa
ketergantungan pada dana pusat di Bengkalis mencapai 82,6% menandakan
lemahnya kemandirian fiskal meskipun penerimaan DAU tinggi. Penelitian
Ayuningtyas et al. (2025) juga menemukan bahwa dana perimbangan (DAU,
DBH, dan DAK) berdampak negatif pada kemandirian keuangan di Jawa Timur.
Keseluruhan temuan ini, menunjukkan proporsi DAU terhadap total pendapatan
daerah yang lebih besar, akan membuat tingkat kemandirian keuangan semakin

rendah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep
insentif lokal. Ketika pemerintah daerah menerima pendapatan tanpa usaha
optimal melalui DAU, kecenderungan yang muncul adalah berkurangnya
dorongan untuk mengeksplorasi PAD. Kondisi ini berbanding terbalik dengan
semangat desentralisasi fiskal yang menuntut daerah lebih proaktif dalam
mengelola potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, meskipun DAU dimaksudkan
untuk mendukung pemerataan, jika tidak diiringi pengawasan dan pengelolaan

yang tepat, transfer ini dapat melemahkan motivasi untuk mencapai kemandirian



keuangan daerah. Mengacu pada teori serta riset sebelumnya, hipotesis yang

diajukan ialah:

H3: Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian

keuangan daerah.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang merupakan metode
objektif untuk menguji teori melalui analisis hubungan antar variabel dengan
menggunakan data numerik dan teknis statistik (Creswell, 2014). Jenis penelitian
ini dipilih karena dapat memberikan gambaran fenomena secara terukur dan
mendukung pengujian hipotesis secara sistematis. Penelitian ini juga menerapkan
pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi dan hubungan

antar variabel secara apa adanya, tanpa mengubah atau memanipulasi data.

Kemudian, data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah
disediakan dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sedangkan, sumber data penelitian
berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diakses melalui

website e-PPID BPK RI dan website Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merujuk pada keseluruhan entitas yang memiliki karakteristik tertentu
dan menjadi sasaran generalisasi temuan penelitian Sugiyono (2023). Dengan kata
lain, populasi ialah kumpulan unit analisis yang ditetapkan peneliti sebagai dasar
penarikan kesimpulan. Populasi observasi ini mencakup seluruh Pemerintahan

Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia pada periode pengamatan 2022-2024.
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Sampel merupakan sebagian populasi yang mempunyai karakteristik tertentu dan

ditetapkan sebagai perwakilan dalam penelitian. Apabila total populasi terlampau

besar dan tidak memberi peluang untuk diteliti seluruhnya karena biaya, tenaga,

atau waktu yang terbatas, maka peneliti dapat mengambil sampel sebagai

representasi populasi (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menerapkan purposive

sampling, yaitu penyaringan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang secara rutin

mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
telah diaudit tahun 2022-2024. LKPD harus dipublikasikan secara terbuka

dan dapat diakses melalui sumber resmi seperti Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan kriteria ini, terdapat tiga kabupaten yang dikeluarkan dari

sampel karena LKPD tidak tersedia pada sumber resmi.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai daerah otonom

memiliki LKPD yang disusun secara mandiri. Pemerintah kabupate

dan

n/kota

yang LKPD-nya disusun secara konsolidasi pada tingkat provinsi tidak

termasuk dalam sampel penelitian. Hal ini terjadi pada wilayah DKI

Jakarta, di mana terdapat satu kabupaten dan lima kota yang berstatus

wilayah administratif di bawah pemerintah provinsi dan tidak menyusun

LKPD secara mandiri. Oleh karena itu, kabupaten/kota di DKI Jakarta

tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.

Dari kriteria pemilihan sampel di atas, maka total sampel yang memenuhi ialah

sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Penyaringan Sampel

Keterangan Jumlah

Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2022-2024

514
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Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria ketersediaan 9)
data

Kabupaten/Kota yang memenuhi Kkriteria pada tahun 505
pengamatan

Total sampel (505 x 3 tahun) 1515

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat, yaitu kemandirian keuangan
daerah, serta tiga variabel bebas yang terdiri dari pendapatan asli daerah, belanja

modal, dan dana alokasi umum.
3.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan variabel terikat (Y) menunjukkan
kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai program pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi keuangan
daerahnya tanpa mengandalkan secara dominan pada dana transfer dari
pemerintah pusat. Variabel ini diukur dengan rasio kemandirian keuangan, yaitu
membandingkan antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan transfer

(Halim, 2008).
3.3.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah sebagai variabel bebas (X1), menggambarkan kapasitas
pemerintah daerah dalam untuk mendapatkan sumber pendanaan dari potensi
ekonomi daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk
mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, PAD terdiri dari empat komponen utama,
yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah diukur melalui rasio PAD, yaitu perbandingan antara PAD
secara keseluruhan dengan total pendapatan daerah. Halim (2008) menyatakan
rasio ini digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi penerimaan lokal

dapat membiayai belanja secara mandiri.
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3.3.3 Belanja Modal

Belanja modal sebagai variabel bebas (X2), didefinisikan sebagai pengeluaran
pemerintah daerah untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan
infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan fasilitas publik. Merujuk pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja modal meliputi
pengeluaran untuk pembangunan atau pengadaan aset seperti tanah, gedung,
peralatan, serta infrastruktur lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari
satu periode akuntansi. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara total
belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2010). Menurut Mahsun et
al., (2009), proporsi belanja modal yang tinggi menunjukkan orientasi pemerintah

daerah terhadap pembangunan produktif dan keberlanjutan ekonomi.
3.3.4 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum sebagai variabel bebas (X3), menunjukkan seberapa
tergantung pemerintah daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DAU dimaksudkan untuk
pemerataan kapasitas keuangan antar daerah dalam mendukung terwujudnya
desentralisasi. Variabel ini diukur melalui rasio DAU, yaitu perbandingan antara
total DAU dengan total pendapatan daerah (Halim, 2008). Rasio DAU yang tinggi
mengindikasikan masih kuatnya ketergantungan terhadap pusat, yang dapat

menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Nama

No . Definisi Variabel Indikator Pengukuran
Variabel
1 Kemandirian Kemandirian Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)
Keuangan keuangan daerah _ Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Daerah (Y)  menunjukkan x 100%
bagaimana suatu
daerah dapat
memenuhi
pembiayaan
kegiatan
pemerintahan dan
kebutuhan
wilayahnya sendiri,
dengan minimnya
ketergantungan

Total Pendapatan Transfer

(Halim, 2008)
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pada dana transfer
dari pemerintah
pusat.

2 Pendapatan  PAD adalah PAD — Pendapatan Asli Daerah % 100%
Asli Daerah  penerimaan daerah Total Pendapatan Daerah
(X1) yang bersumber
dari potensi (Halim, 2008)
ekonomi daerah
sendiri yang
digunakan untuk
membiayai
kebutuhan daerah
secara mandiri.

3 Belanja Belanja modal BM = Belanja Modal
Modal (X2) ialah pengeluaran Total Belanja Daerah
yang digunakan
untuk (Mahmudi, 2010)
mendapatkan aset
tetap dan aset
lainnya yang
memiliki manfaat
jangka panjang.

X 100%

4 Dana DAU merupakan Dana Alokasi Umum (DAU)
Alokasi komponen dari _ Realisasi DAU
Umum (X3) Transfer ke Daerah ~ Total Pendapatan Daerah

(TKD) yang

dialokasikan oleh ~ (Halim, 2008)
pusat dengan

maksud utama

untuk

menyeimbangkan

kapasitas fiskal

serta kualitas

pelayanan publik

antar daerah.

x 100%

3.4 Teknik Analisis Data
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang berfungsi untuk menganalisis
data dengan cara menyajikan, menggambarkan, atau merangkum data yang telah
dikumpulkan, tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum

(Sugiyono, 2023). Analisis ini dilakukan dengan menyajikan ukuran-ukuran
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statistik seperti nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai maksimum,
nilai minimum, serta ukuran kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis)
distribusi data. Tujuan utama dari analisis statistik deskriptif adalah memberi
gambaran karakteristik data yang jelas dan ringkas sehingga peneliti dapat
memahami pola, kecenderungan, atau variasi data sebelum dilakukan analisis

lanjutan.

3.4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara dua runtut waktu
(time series) dan data lintas satuan (cross section). Model regresi data panel
dipilih karena mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu sekaligus
variasi antar daerah secara lebih akurat (Baltagi, 2005). Terdapat tiga pendekatan

utama dalam regresi data panel, yaitu:

e Pendekatan Common Effect Model (CEM), menganggap bahwa tidak ada
perbedaan karakteristik antar individu maupun antar waktu, sehingga seluruh
data dianalisis secara umum menggunakan metode Ordinary Least Squares
(OLS).

e Pendekatan Fixed Effect Model (FEM), menganggap tiap individu mempunyai
karakteristik unik yang konstan sepanjang waktu, yang ditangkap melalui
intercept berbeda pada tiap entitas.

e Pendekatan Random Effect Model (REM), berasumsi adanya perbedaan
karakteristik antar individu yang sifatnya acak dan tidak memiliki hubungan
dengan variabel bebas, sehingga diestimasi melalui komponen error acak

(error term).

Dalam menentukan model yang paling tepat digunakan, dilakukan dua tahap

pengujian, yaitu:

a. Uji Chow, digunakan untuk menentukan model antara Fixed Effect atau
Common Effect. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai prob. cross-
section F < 0,05, maka model terpilih adalah FEM. Sebaliknya, jika nilai prob.
cross-section F > 0,05, maka model yang terpilih adalah CEM.
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b. Uji Hausman, digunakan untuk memutuskan model paling tepat antara Fixed
Effect Model atau Random Effect Model. Pengambilan keputusan didasarkan
pada nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka model terbaik
adalah FEM. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05, model terbaik ialah REM.

c. Uji Lagrange Multiplier, digunakan untuk menetapkan model yang paling
sesuai antara Random Effect Model dan Common Effect Model. Kriteria
pengambilan keputusannya ialah jika nilai breusch-pagan > 0,05, maka model
yang dipilih ialah CEM. Namun, jika nilai breusch-pagan < 0,05, maka model
terbaik ialah REM.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik
3.4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model
regresi terdistribusi normal. Normalitas residual penting untuk memastikan
validitas inferensi statistik dalam model regresi. Uji normalitas pada penelitian ini
dilakukan melalui uji Jarque-Bera (JB test) dengan bantuan perangkat lunak
EViews 12. Dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai probabilitas Jarque-
Bera, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Sebaliknya,
jika probabilitas kurang dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal (Ghozali,
2021).

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam suatu model regresi
dinilai melalui uji multikolinearitas. Menurut Gujarati & Porter (2009),
multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak
stabil, peningkatan varians, dan bias interpretasi hubungan antar variabel. Dengan
kata lain, meskipun model menunjukkan nilai R? yang tinggi, keberadaan
multikolinearitas dapat membuat pengaruh masing-masing variabel independen
sulit diukur secara akurat. Penelitian ini menggunakan matriks korelasi antar
variabel bebas untuk uji multikolinearitas. Pendekatan ini lazim digunakan pada

model data panel, khususnya ketika analisis menggunakan software EViews.



41

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada apabila nilai korelasi antar

variabel bebas < 0,80, maka tidak terjadi multikolinearitas.
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mendeteksi apakah dalam model
regresi terdapat ketidaksamaan varians pada nilai residual antar pengamatan.
Menurut Gujarati & Porter (2009), asumsi regresi linear klasik mengharuskan
varians variabel bersifat konstan (homoskedastis). Jika terjadi heteroskedastisitas,
maka varians residual bervariasi, menyebabkan koefisien regresi tidak efisien dan
hasil standar error yang bias, sehingga uji signifikansi dapat memberikan hasil
yang menyesatkan. Pengujian heteroskedastisitas pada data panel dilakukan
dengan uji Glejser atau Breusch-Pagan. Jika hasil uji menunjukkan nilai
probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model tidak mengandung

heteroskedastisitas.
3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi
antara kesalahan (residual) pada satu periode pengamatan dengan periode
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik, residual harus bersifat acak dan
tidak saling berkorelasi. Jika residual saling berkaitan, maka asumsi independensi
residual dilanggar yang dapat mengakibatkan hasil estimasi menjadi kurang
akurat (Gujarati & Porter, 2009). Nilai Uji Durbin-Watson (DW) adalah teknik
yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Nilai DW ada pada rentang
0 sampai 4. Keputusan akan lebih tepat jika diambil dari perbandingan nilai DW
batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tabel Durbin-Watson. Apabila dU <
DW < (4-dU), dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

3.4.4 Analisis Regresi Data Panel

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap
satu variabel dependen, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data

panel yang dirumuskan sebagai berikut:

Y=0+p:1X1+BXo+B:Xs+e
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Keterangan:

Y = Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)
A = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Belanja Modal (BM)
X3 = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = Error item

3.4.5 Pengujian Hipotesis
3.4.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R?) adalah ukuran seberapa besar kemampuan variabel
bebas untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Nilai R?
berkisar antara 0 hingga 1 dan semakin tinggi nilainya, semakin besar pula
kemampuan variabel bebas menjelaskan sebagian besar variasi yang terjadi
variabel terikat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan

penjelasan yang sangat terbatas (Ghozali, 2021).
3.4.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan melalui Uji t untuk mengetahui apakah setiap
variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian
ini membantu mengidentifikasi variabel bebas yang berperan dalam memengaruhi
perubahan variabel terikat. Penentuan keputusan dalam penelitian ini, didasarkan
tingkat signifikansi 0,05. Di mana hipotesis diterima apabila nilai signifikansi
kurang dari 0,05, bermakna variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat. Sedangkan, hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih dari
0,05 yang bermakna variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
terikat Ghozali (2021).



BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada temuan riset dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat
disimpulkan bahwasanya pendapatan asli daerah terbukti memberikan pengaruh
positif signifikan dalam meningkatkan kemandirian keuangan. Sementara itu,
belanja modal dan dana alokasi umum terbukti tidak menunjukkan adanya
pengaruh signifikan atas kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di

Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Riset ini memiliki keterbatasan, antara lain periode pengamatan yang digunakan
relatif singkat hanya tiga tahun (2022-2024), sehingga dinamika kemandirian
keuangan daerah yang bersifat jangka panjang belum sepenuhnya dapat diamati,
seperti belanja modal yang memerlukan waktu lebih panjang untuk dapat
memberi dampak pada peningkatan kemandirian keuangan. Kemudian, riset ini
hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga belum menangkap faktor
eksternal seperti kualitas tata kelola keuangan, atau kebijakan fiskal daerah yang

berpotensi memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan keterbatasan yang ada, maka peneliti memiliki

beberapa saran. Pertama, bagi peneliti di masa mendatang disarankan
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memasukkan variabel lain yang relevan berpotensi memengaruhi kemandirian
keuangan daerah, menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang perlu
dipertimbangkan agar pengaruh belanja modal yang bersifat jangka panjang dapat
teridentifikasi, serta mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif
melalui kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua, bagi pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia upaya peningkatan keuangan perlu difokuskan pada
penguatan basis PAD, memastikan pengalokasian belanja modal lebih banyak
dilakukan pada sektor-sektor produktif, serta pemanfaatan DAU yang lebih
optimal sehingga tidak sepenuhnya terserap untuk belanja rutin saja, tetapi dapat
mendukung penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah secara

bertahap.
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